BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari analisis terhadap permasalahan yang dirumuskan sebelumnya
dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut :

1. Negara sebagai lembaga tertinggi yang memiliki kewenangan menguasai
dari negara mengakui dan menghormati hak-hak masyarakat hukum adat.
Pengakuan tersebut dinyatakan dalam Undang-Undang tertinggi sampai
kepada Peraturan Daerah yakni, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan
Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor
39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 41
Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Peraturan Menteri Negara
Agraria/Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.
Adapun beberapa Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua yakni sebagai
amanat dari Undang-Undang Otonomi Khusus maka dibentuk lembaga
Majelis Rakyat Papua, melalui kebijakan Majelis Rakyat Papua diusulkan
pembentukan Perdasi dan Perdasus Provinsi Papua yang secara khusus
melindungi hak-hak dasar orang asli Papua. Pemerintah Kabupaten
Jayawijaya membentuk Yayasan Bina Adat Walesi yang didirikan oleh

masyarakat hukum adat Kabupaten Jayawijaya dengan di pimpin oleh
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ketua adat atau kepala suku adat. Tujuan dari pembentukan Yayasan Bina
Adat Walesi sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat yakni menyangkut
penyelesaian perkara melalui jalur hukum adat. Kebijakan pemerintah
Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua mengenai keberadaan hak ulayat
masyarakat hukum adat dan hak perorangan warga masyarakat hukum
adat, dituangkan dalam bentuk peta batas-batas wilayah yang diakui
sebagai wilayah adat. Adapun kebijakan standar operasi prosedur yang
dikeluarkan pemerintah bahwa apabila pengusaha atau investor maupun
pemerintah Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua dalam menggunakan
tanah ulayat untuk kepentingan umum harus ada perijinan dari masyarakat
hukum adat.
. Adapun beberapa kendala dalam pengakuan hak ulayat atas hutan adat di
Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua, yakni :
a. Kendala dari segi perundang-undangan
Terdapat kendala-kendala dalam penerapan perundangan-
undangan terkait hak ulayat atas hutan adat, yakni UUPA yang
memberikan pembatasan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat,
Undang-Undang Kehutanan yang merupakan Undang-Undang Sektoral
telah mengesampingkan hak-hak dasar masyarakat hukum adat tanpa
merujuk pada Undang-Undang Hak Asasi Manusia yang memberikan
perlindungan hukum  terhadap hak asasi setiap manusia dalam
bertindak. Padahal sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi yang

bersifat final dan mengikat namun tidak ada perubahan pasal dalam
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Undang-Undang Kehutanan yang mengesampingkan hak-hak dasar
masyarakat hukum adat. Undang-Undang Otonomi Khusus Bagi
Provinsi Papua telah memberikan pengakuan terhadap hak-hak dasar
masyarakat hukum adat namun dalam pelaksanaanya belum
sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat hukum adat menyangkut
perlindungan hak ulayat atas hutan adat. Peraturan Menteri Negara
Agraria yang dapat melindungi hak-hak dasar masyarakat hukum adat
justru memberikan ciri-ciri terkait eksistensi dan pelaksanaan hak
ulayat atas hutan adat olen masyarakat hukum adat. Perdasi dan
Perdasus yang dikeluarkan pemerintah Provinsi Papua belum
sepenuhnya melindungi hak-hak dasar masyarakat hukum adat.
Pemerintah Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua membentuk Yayasan
Bina Adat Walesi akan tetapi belum ada peraturan yang mengatur serta
belum ada peraturan daerah khusus terkait perlindungan hak ulayat atas
hutan adat yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Jayawijaya Provinsi
Papua.
. Kendala teori

Pemerintah pusat baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif
dalam penerapan peraturan maupun kebijakan lebih mengedepankan
teori kekuasaan negara. Hal tersebut telah mengesampingkan teori
partisipasi,teori sisi kebijakan, teori pelaksanaan sehingga pemerintah

Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua tidak mendapatkan ruang yang
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memadai  sehingga dapat menimbulkan adanya  dualisme
kepemimpinan.
.. Kendala operasional

Kurangnya pemahaman masyarakat hukum adat Kabupaten
Jayawijaya Provinsi Papua terhadap peraturan perundang-undangan
tingkat pusat hingga tingkat daerah mengakibatkan tidak terlaksananya
penerapan perundang-undangan dengan baik, sehingga dapat
menimbulkan konflik menyangkut dualisme kepemimpinan. kurangnya
sosialisasi terkait permasalahan  hak ulayat, belum sepenuhnya
terlaksana kegiatan pemetaan batas-batas wilayah, perbedaan beberapa
lembaga-lembaga adat non pemerintah dan pemerintah Kabupaten
Jayawijaya Provinsi Papua mengakibatkan pelaksanaan peraturan
perundang-undangan belum terlaksana dengan baik.
Upaya mengatasi kendala-kendala pengakuan hak ulayat atas hutan
adat, yakni :
. Upaya Mengatasi Kendala Dari Segi Perundang-Undangan

Berdasarkan analisis terhadap berbagai kebijakan hukum dari
tingkat pusat sampai pada tingkat daerah menyangkut pengakuan
terhadap hak-hak masyarakat hukum adat termasuk hak ulayat, perlu
diupayakan perubahan terhadap UUPA oleh pihak yang memiliki
kewenangan yakni pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat.
Perubahan ini merujuk kepada pengakuan hak ulayat yang secara jelas

sudah diatur dalam UUD 1945 dan UUPA maupun beberapa peraturan
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lainnya akan tetapi dalam pelaksanaannya pengakuan tersebut belum
berjalan sesuai peraturan yang ditetapkan. Maka diupayakan agar
adanya perubahan terkait pasal-pasal yang telah mengesampingkan hak-
hak masyarakat hukum adat yang bersangkutan yakni Pasal 3 UUPA
serta adanya pasal yang secara khusus mengatur mengenai pengakuan
hak ulayat masyarakat hukum adat.
. Upaya Mengatasi Kendala Teori

Upaya dalam mengatasi kendala teoretis dengan penerapan
desentralisasi asimetris dalam rangka menjawab berbagai persoalan
yang dihadapi. Menyangkut upaya mengatasi kendala teoretis maka
harus terlaksananya teori partisipasi, teori kebijakan, dan teori
pelaksanaan yang berarti bahwa pemerintah Kabupaten Jayawijaya
Provinsi Papua mengupayakan agar adanya Kketerlibatan dalam
mengeluarkan kebijakan-kebijakan dari tingkat Pusat.
;. Upaya Mengatasi Kendala Oprasional

Dibentuknya Yayasan Bina Adat Walesi Kabupaten Jayawijaya
Provinsi Papua sebagai kerjasama pemerintah Provinsi/Kabupaten
dengan masyarakat hukum adat untuk memberikan pemahaman kepada
masyarakat hukum adat mengenai peraturan-peraturan yang
dikeluarkan pemerintah pusat maupun pemerintah Kabupaten
Jayawijaya Provinsi Papua.

Persoalan yang diupayakan pemerintah dengan memberikan

sosialisasi agar masyarakat hukum adat Kabupaten Jayawijaya Provinsi
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Papua dapat memahami maksud dari aturan-aturan hukum tertulis dan
maksud dari pemetaan. Tujuan dari pemetaan ini juga agar pemerintah
bisa mendorong wilayah adat menjadi satu kesatuan wilayah
pemerintahan supaya tidak ada dualisme kepemimpinan yang sama-
sama mempunyai pengaruh (kepala distrik, kepala kampung atau kepala
suku).
B. Saran
Dari kesimpulan-kesimpulan di atas, maka dapat diberikan saran
sebagai berikut :

1. Perlunya penegasan pemerintah Provinsi Papua dan pemerintah
Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua dalam penerapan peraturan
daerah agar hak-hak dasar masyarakat hukum adat dilindungi oleh
hukum dan pemerintah.

2. Pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki
kewenangan merancang dan merevisi Undang-Undang, harus
mengupayakan revisi terhadap pasal-pasal terkait dalam Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok
yang mengesampingkan hak-hak dasar masyarakat hukum adat seperti
dalam Pasal 3 UUPA yang memiliki pembatasan serta adanya pasal
terkait yang secara khusus mengatur mengenai pengakuan hak ulayat
atas hutan adat masyarakat hukum adat, mengubah pasal-pasal terkait
yang telah mendapatkan putusan Mahkamah Konstitusi yang

mengesampingkan hak-hak masyarakat hukum adat dalam Undang-
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Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang merupakan
undang-Undang Sektoral dan juga revisi terhadap Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
yang belum benar-benar melindungi hak-hak dasar dari masyarakat
hukum adat.

. Perlunya penerapan asas desentralisasi asimetris agar ada kesesuai
peraturan perundang-undangan dari tingkat pusat hingga tingkat daerah
karena pada hakikatnya asas desentralisasi asimetris merupakan
pedelegasian kewenangan dari tingkat pusat kepada daerah. Pemerintah
Kabupaten Jayawijaya Provinsi Papua harus mengeluarkan Peraturan
Daerah Khusus yang dapat melindungi hak-hak dasar masyarakat

hukum adat tidak terjadi dualisme kepemimpinan.
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